BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1.

Ketentuan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 KUHPer dan
Pasal 52 POJK No0.22/2023. Dimana dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa cessie harus dilakukan dengan diberitahukan
atau disetujui oleh debitur apabila kreditur lama/cedent akan
melakukan cessie. Apabila cessie dilakukan tanpa adanya
pemberitahuan atau persetujuan dari debitur maka cessie
tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum. Pada praktiknya
klausul mengenai cessie dirumuskan dalam perjanjian
pembiayaan, hal ini bertujuan untuk memudahkan kreditur
(cedent) apabila di kemudian hari akan mengalihkan hak
tagihnya kepada pihak lain. Hal tersebut tidak serta merta
mengakibatkan cessie dapat dilakukan dengan menyimpangi
ketentuan yang mengatur mengenai cessie. Pasca terjadinya
peralihan kreditur dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur
baru (cessionaris) maka harus dilakukan pemberitahuan kepada
debitur (cessus) kepada siapa hak tagih tersebut dialihkan, hal
ini bertujuan agar debitur dapat mengetahui bahwa krediturnya
telah berganti, dengan adanya pemberitahuan maka untuk
selanjutnya debitur melakukan sisa prestasinya kepada kreditur
baru (cessionaris). Konsekuensi apabila tidak dilakukan
pemberitahuan kepada debitur mengenai peralihan ini yaitu
hubungan kreditur baru (cessionaris) dengan debitur (cessus)
tidak menimbulkan akibat hukum. Lalu nasib hak tanggungan
apabila terdapat cessie menurut Pasal 16 UUHT mengikuti
kreditur baru namun harus didaftarkan dan dicatatkan pada

kantor pertanahan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka
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tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi kreditur baru

(cessieonaris).

. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeksplisitkan

kewenangannya terhadap sengketa antara debitur dengan
perusahaan pembiayaan khususnya bilamana terdapat sengketa
atas cessie yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang izin
usahanya telah dicabut, namun OJK tetap senantiasa mengawal,
memberikan perlindungan terhadap pihak manapun yang
dirugikan dalam sektor jasa keuangan. Sejalan dengan fungsi
dari OJK sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Dalam Bagian
Keempat UU P2SK bahwa OJK memberikan pelindungan
terhadap konsumen dan masyarakat. OJK juga menyatakan
apabila terdapat permasalahan/sengketa semacam ini maka OJK
masih memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan,
mendampingi serta melakukan mediasi dengan para pihak.'?3
Selain itu perlu diperhatikan mengapa perusahaan pembiayaan
tersebut izinnya dicabut, karena setiap alasan memiliki
mekanisme yang berbeda-beda, ketentuan ini diatur lebih lanjut
dalam Pasal 98 sampai Pasal 112 POJK No0.47/2020.
Pembubaran dilakukan bisa karena Penghentian Kegiatan Usaha
Atas Permintaan Perusahaan, RUPS, Putusan Pengadilan, atau
bahkan karena dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Dalam
praktiknya apabila perusahaan pembiayaan izin usahanya
dicabut karena dikenakan sanksi administratif, OJK akan
mengeluarkan pengumuman mengenai pencabutan izin usaha
perusahaan pembiayaan, dalam pengumuman tersebut
disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib untuk
melakukan hal-hal di perintahkan secara mutlak, bilamana hal
tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi debitur,
maka debitur terlebih dahulu dapat mengajukan pengaduan pada

layanan pengaduan internal yang disediakan perusahaan, bila

123 Supra no.118.

85



hasilnya dianggap kurang memuaskan atau bahkan tidak
ditindaklanjuti oleh PUJK/perusahaan pembiayaan maka debitur
dengan melampirkan bukti pengaduan terhadap layanan
pengaduan internal perusahaan dapat melakukan upaya-upaya
yaitu melakukan pengaduan kepada OJK dan melakukan
arbitrase pada sengketa ini melalui LAPS SJK.

5.2.Saran

1.

Sebagai calon debitur/debitur perlu memahami betul isi dari
suatu perjanjian pembiayaan, dikarenakan terdapat klausul-
klausul yang di dalamnya meliputi persetujuan secara bersamaan
dengan disetujui dan ditandatangani perjanjian pembiayaan
salah satunya klausul mengenai cessie. Klausul cessie ini
dirumuskan dalam perjanjian pembiayaan sebagai perwujudan
dari ketentuan yang mengatur mengenai cessie yaitu Pasal 613
KUHPer dan Pasal 52 POJK No. 22/2023 bahwa cessie
dilakukan dengan diberitahukan atau disetujui debitur/cessus.
Meskipun sudah dilakukan pemberitahuan dan persetujuan di
muka/ di awal namun perlu adanya pemberitahuan lebih lanjut
kepada debitur/cessus mengenai kepada siapa hak tagih tersebut
dialihkan agar debitur/cessus mengetahui kepada pihak mana ia
harus melanjutkan kewajibannya. Mekanisme pemberitahuan
dapat dilakukan melalui email, whatsapp, dan/atau surat tercatat,
dsb.

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga negara yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam sektor jasa
keuangan seyogianya dapat merumuskan ketentuan lebih lanjut
dalam peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh OJK
mengenai kewenangannya apabila terdapat sengketa antara
debitur dengan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah
dicabut. Hal ini bertujuan agar debitur dapat mengetahui apabila

terdapat sengketa sejenis ini OJK masih berwenang untuk turut
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menyelesaikan, mendampingi, melakukan mediasi dengan para

pihak.
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